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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu 

proses yang diterapkan dalam sebuah lingkup organisasi swasta maupun 

pemerintahan untuk menentukan keputusan dalam melakukan suatu tindakan. 

Tatalaksana pemerintah yang baik (good governance) akan tercapai jika sepuluh 

prinsip sudah terlaksana. Salah satu prinsip tata kelola pemerintah yang baik 

(good governance) yaitu transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip 

yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan 

oleh pemerintah. Dengan adanya prinsip transparansi diharapkan pemerintah 

Kampung Arul Putih melakukan pengelolaan Dana Desa dengan transparan serta 

melibatkan masyarakat kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengelolaan Dana Desa di Kampung Arul Putih dan bagaimana 

mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah kampung 

Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaaan Dana Desa yang 

dilakukan oleh pemerintah kampung sudah sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

sampai dengan penyerahan hasil pembangunan. Berdasarkan indikator 

transparansi menunjukan bahwa adanya ketersediaan aksesibiitas dokumen serta 

adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses 

informasi secara menyeluruh dengan adanya pemasangan bahilo dan papan 

informasi di beberapa titik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kampung Arul 

Putih sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan Dana Desa secara 

bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat 

kampung Arul Putih. Kemudian Kampung Arul Putih juga sudah menerapkan 

prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku. 

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kampung 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang    

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah 

satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta 

maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah 

lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat 

menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila 

dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi
1
. Untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan sepuluh 

prinsip-prinsip good governance. Salah satunya adalah prinsip transparansi. 

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau 

kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-

hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi 

seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya 

informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh 

seluruh masyarakat
2
. 

                                                             
1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik. Diakses pada 

tanggal 15 Maret 2020 pukul 14.20. 
2
 Loina Lalolo Krina 2003 , Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & 

Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

LAN RI. Jakarta . 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik
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Transparansi  dapat mengatasi munculnya  monopoli kekuasaan pembuat 

kebijakan. Dengan adanya transparansi, cheks and balance akan dapat difungsikan 

dengan baik. Transparansi juga  dapat mengurangi tingkat penyimpangan 

anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam 

penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan
3
. 

Transparansi keuangan dalam pemerintahan desa menjadi aspek utama 

penentu keberhasilan dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa 

dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 

efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan 

masyarakat setempat
4
. 

Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah 

pemerintahan Republik Indonesia, oleh karena itu kepala  desa maupun perangkat 

desa harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya 

meningkatkan kinerja pemerintah desa. Dengan adanya kinerja yang baik dalam 

pemerintah desa program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat 

dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa juga memiliki peran penting 

dalam pembagunan desa. Oleh karena itu transparansi dalam pengelolaan dana 

                                                             
3
 Barrington Moore. 2008 “Instrumen Penilaian Mandiri Dalam Pelayanan Publik Di 

Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta”, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada ; 

Centre for Policy Studies, Partnership for Governance Reform. 
4
 Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang  RI Nomor 6 Tahun 2014 Sebagaimana 

Telah Diubah Dengan PP No 22 Tahun 2015 Dan PP No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang 

Besumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara . Jakarta. Hlm 4. 
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desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan 

kesejahteraan masyarakat dapat terwujud
5
. 

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa 

merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang 

akan diterima secara bertahap. Dengan adanya Dana Desa dapat menjadikan 

sumber pemasukan di setiap desa akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya 

pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat desa. 

Namun dengan adanya Dana Desa juga dapat memunculkan permasalahan 

yang baru dalam pengelolaan dana desa, pemerintah kampung diharapakan dapat 

mengelola dana desa dengan baik sebagaimana yang telah di jelaskan dalam 

peraturan perundang-undangan bahwasanya dana desa dikelola secara efisien, 

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat
6
.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang saya lakukan bahwa Kampung Arul 

Putih merupakan kampung yang terbilang masih jauh dari pusat kota, oleh karena 

itu tidak semua masyarakat Kampung Arul Putih memahami apa itu transparansi, 

walaupun pemerintah Kampung Arul Putih sudah memahami apa itu transparansi, 

akan tetapi, masyarakat sendiri masih memahami transparansi itu dengan 

pemahaman mereka sendiri bahwa Dana Desa di Kampung tersebut Nge Muke 

                                                             
5
 Miftahuddin, skripsi : “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap 

Pengelolaan Dana Desa”, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018. Hlm 

2 
6
Ibid . Hlm 3 
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Dana e (sudah terbuka). Adapun karakteristik dan kondisi sosial masyarakat 

Kampung Arul Putih jika melihat dari segi persatuan masyarakat masih terbilang 

tinggi dalam partisipasi melakukan musyawarah untuk pembangunan kampung 

dan juga sikap gotong-royong yang masih kuat. 

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dengan menggunakan indikator 

transparansi bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen seperti dokumen 

buku APBK dan buku realisasi anggaran Dana Desa yang bisa didapatkan di 

kantor Reje Kampung dan juga dirumah Reje Kampung yang telah tersusun rapi 

agar mudah untuk diakses oleh masyarakat. Kemudian adanya kejelasan, 

keterbukaan serta kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi 

tentang rincian anggaran Dana Desa dan juga hasil dari pembangunan dengan 

adanya pemasangan baliho di beberapa titik yang dilakukan oleh pemerintah 

Kampung Arul putih. 

Kampung Arul Putih juga merupakan kampung pemekaran dari Kampung 

Arul Kumer Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang diusulkan pada 

Tahun 2001 dan Kampung Arul Putih sudah definitif pada tahun 2002. Dengan 

adanya pemekaran kampung masyarakat setempat berharap dapat setara dengan 

kampung-kampung lain yang menerima dana bantuan dari pemerintah juga untuk 

memudahkan proses administrasi bagi masyarakat yang dilakukan oleh 

pemerintah kampung. Kampung Arul putih juga menerima Dana Desa sejak tahun 

2015, sebelum tahun 2015 dana desa masih disebut dengan subsidi. Dana Desa 

yang telah diterima sejak Tahun 2015 tersebut digunakan untuk empat (4) bidang 
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yaitu meliputi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pembinaan  

sarana sosial dan prasarana (pembangunan). 

Oleh karena itu perlu kiranya untuk melakukan penelitian di Kampung Arul 

Putih untuk melihat bagaimana proses mekanisme dan transparansi pengelolaan 

Dana Desa.Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sangat dibutuhkan untuk 

mendukung pembangunan dan perkembangan kampung menjadi lebih baik, 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Arul Putih, 

Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, identifikasi masalah 

yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah : 

1. Melihat Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih 

Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. 

2. Melihat Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih 

Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan fokus dalam 

penelitian ini  yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana Mekanisme pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih 

Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah? 
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2. Bagaimana transparansi pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih  

Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme pengelolaan Dana Desa 

Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan Dana Desa 

Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan   

memiliki kegunaan sebagai berikut :  

1. Teoritis yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan 

dapat menambah pengetahuan mengenai transparansi dalam pengelolaan 

Dana Desa, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama 

mengikuti perkuliahan untuk melihat dan membedakan teori dan 

kenyataan yang terjadi dilapangan.  

2. Praktis yaitu berdasarkan hasil Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum maupun 

pemerintah Kampung mengenai transparansi dalam pengelolaan Dana 

Desa, agar pengelolaan Dana Desa dapat dijalankan secara transparansi.  

 

1.6. Penjelasan Istilah 

1. Transparansi yaitu adanya keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah 

kampung dalam meberikan informasi yang akurat.  
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2. Pengelolaan merupakan proses yang dilakukan dengan adanya  

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

3. Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk desa serta digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.  

4. Kampung (sebutan desa dalam bahasa di Aceh Tengah). Merupakan 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 

5. Good governance (tata laksana pemerintah yang baik) merupakan suatu 

pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disertai dengan 

bukti maupun dokumen. 

6. cheks and balance merupakan sistem pengawasan dan keseimbangan 

untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekusaan 

dalam institusi pemerintah.   

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan daftar 

rincian yang memuat tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara 
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selama satuntahun anggaran yang terhitung mulai dari 1 Januari hingga 31 

Desember. 

8. Reje Kampung (sebutan untuk kepala desa di Aceh Tengah). Merupakan 

orang yang memimpin suatu desa atau Kepala Desa. 

9. Petue adalah orang yang menegakkan lembaga adat istiadat di kampung. 

10. Imam Kampung merupakan orang yang mempunyai tugas di bidang 

agama. 

11. Rakyat Genap Mupakat (RGM) merupakan orang yang membuat 

peraturan kampung, mengesahkan anggaran kampung dan menagani 

urusan  permasalahan di kampung yang kemudian disampaiakan kepada 

reje kampung / gecik. 

12. Pemerintah Desa (Pemdes) adalah lembaga pemerintah yang bertugas 

mengelola wilayah tingkat desa. 

13. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, bpd dapat dianggap 

sebagai parlemen desa yang memiliki fungsi menetapkan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. 

14. Partisipasi adalah suatu keterlibatan dari seseorang dalam mencapai tujuan 

tertentu serta ikut bertanggungjawab dalam suatu kegiatan. 

15. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah 

dokumen perencanaan desa untuk priode (enam) 6 Tahun. Rancangan 

RPJMdes memuat visi dan misi Kepala Desa. 
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16. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa. 

17. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) adalah penjabaran dari 

RPJMDes untuk jangka (satu) tahun. 

18. Kualitatif Deskriptif merupakan penelitian yang mengungkapkan kejadian 

atau fenomena yang terjadi pada saat melakukan penelitian di lapangan 

dan disertai dengan data yang fakta dan akurat. 

19. Kearifan Lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang 

tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. 

 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif, penelitian ini  bertujuan dapat  memberikan gambaran secara terarah 

dan jelas baik secara lisan maupun tulisan yang didapatkan dari hasil pengamatan 

perilaku yang diamati secara sistematis yang berkaitan dengan objek penelitian 

dengan memberikan data dan informasi yang akurat . Pada dasarnya  penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada fenomena-fenomena dan 

kegiatan untuk mengetahui pandangan secara mendalam terhadap karakteristik 

umum tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik secara 

individu maupun kelompok
7
. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan 

                                                             
7
 Muh. Fitrah & Lutfiyah, 2017. Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan 

Kelas & Studi Kasus. Jawa Barat : Cv Jejak. Hlm 44. 
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mampu memberikan pemahaman mengenai transparansi dalam pengelolaan dana 

desa di Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. 

 

1.7.2 Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini akan dilakukan di Kampung 

Arul Putih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Peneliti tertarik 

memilih kampung tersebut karena kampung Arul Putih merupakan kampung yang 

terbilang masih jauh dari pusat kota dan masyarakat kampung tersebut juga belum 

memahami apa itu transparansi, walaupun pemerintah Kampung sudah 

memahami apa itu transparansi namun, masyarakat masih memahami transparansi 

itu dengan pemahaman mereka sendiri . Oleh karena itu perlu kiranya untuk 

melihat bagaimana mekanisme dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah 

kampung dalam melakukan pengelolaan Dana Desa. 

1.7.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian kualitatif dalam memperoleh data didapatkan melalui kata-kata 

maupun tindakan. Sumber data merupakan salah satu proses dalam sebuah 

penelitian, maka dari itu pengambilan sampel harus dilengkapi dengan adanya 

penentuan subjek dan objek guna untuk dapat memudahkan peneliti dalam 

melakukan proses penelitian. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini 

didapatkan dengan  data primer dan data skunder. 

 

 

 

 



11 
 

 
 

1. Data Primer  

 Data primer merupakan data maupun informasi yang langsung diberikan 

kepada peneliti (pengumpul data)
8
. Maka dari itu data primer harus 

dilakukan langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara orang lain. 

Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang didapatkan 

langsung dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan 

untuk mengetahui informasi dan data yang berkaitan dengan transparansi 

pengelolaan dana desa. 

2. Data Skunder 

 Data skunder yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data yang 

didapatkan dari berbagai dokumen atau buku yang disediakan oleh 

Kampung Arul Putih maupun dari  skripsi, peraturan perundang-

undangan, jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat 

memberikan informasi terkait dengan Transparansi Pengelolaan Dana 

Desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Kampung Arul Putih.  

1.7.4 Informan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tentunya harus menentukan informan terlebih 

dahulu agar penelitian dapat dilakukan secara jelas dan terarah berikut adalah 

informan dalam penelitian ini : 

 

                                                             
8
 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung : PT 

Alfabet , Hlm 38 
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Tabel 1.1 Informan Penelitian 

No Informan Penelitian Jumah 

Informan 

Keterangan 

1. Reje Kampung Arul 

Putih 

1 Orang Bertanggungjawab terhadap 

penyelenggaraan dan 

penggunaan Dana Desa 

 

2. Sekretaris 1 Orang Bertanggungjawab terhadap 

penataan administrasi dan 

pengelolaan Dana Desa 

 

3. Bendahara 1 Orang Bertanggungjawab terhadap 

penatausahaan pengeluaran 

dan penerimaan dana desa 

serta melakukan pencatatan 

seluruh transaksi keuangan  

yang disertai dengan laporan 

 

4. Masyarakat  2 Orang Sebagai penerima hasil 

pembangunan. Kriteria 

masyarakat yaitu masyarakat 

yang memahami tentang 

bagaimana proses dan 
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mekanisme pengelolaan 

Dana Desa. Dan beberapa 

unsur penting yang terkait. 

                 Jumlah 6 Orang  

Sumber : Data Diolah 2020. 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan tiga cara yaitu :  

1. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan
9
. Dalam penelitian ini peneliti 

langsung terjun ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah kampung dalam melakukan pengelolaan dana desa. Dengan 

melakukan observasi peneliti akan menemukan dan mengumpulkan 

informasi yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana desa. 

Dalam penelitian ini dokumentasi foto dapat menjadi bukti yang akurat, 

seperti foto sebelum dan sesudah pembangunan maupun foto bentuk 

transparan dalam memberikan informasi mengenai pembangunan 

Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. 

2. Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung dengan cara pengajuan pertanyaan kepada informan dan 

memfokuskan pada satu permasalahan untuk mendapatkan informasi 

                                                             
9
 Imam Gunawan. 2013. Metodelogi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek. Jakarta : PT 

Bumi Aksara. Hlm 143. 
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yang penting terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
10

. 

Maka dari itu mengenai informasi atau data langsung didapatkan dari 

orang yang mempunyai pengalaman terkait dengan pengelolaan dana 

desa. 

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan berbagai pengetahuan baik itu dari buku 

yang tersedia di kampung Arul Putih maupun jurnal penelitian yang 

dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini. Kemudian data yang dapat dikumpulkan dari buku 

laporan tahunan, browsur informasi, papan informasi, baliho, RPJMK, 

APBDes, maupun RKPDes terkait dengan transparansi pengelolaan 

dana desa di Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten 

Aceh Tengah. 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan data yang 

terkait dengan fokus penelitian, dengan melakukan analisis dan 

mengolah data mentah/kasar dengan tujuan dapat menjadi acuan dalam 

melengkapi hasil penelitian. 

2. Penyajian data yaitu proses yang dilakukan dalam penyusunan informasi 

menjadi bentuk yang sederhana agar dapat dipahami maknanya. Dengan 

sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. 

                                                             
10

 Ibid hlm 160 
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3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu langkah terakhir yang 

dilakukan dalam penelitian dengan melakukan penafsiran secukupnya 

terhadap data yang telah diolah dengan tujuan dapat menjawab rumusan 

masalah yang diteliti dalam penelitian sebagai hasil kesimpulan yang 

valid.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan tiga (3) penelitian 

terdahulu yang bermanfaat sebagai rujukan yaitu :   

a. Mifftahuddin, 2018. Dengan judul penelitian “Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di 

Desa Panggugharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah dikelola 

dengan transparansi, dengan menggunakan media informasi digital. 

Namun, meskipun pengelolaan Dana Desa sudah dilakukan dengan baik, 

akan tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa 

masih rendah
11

.  

Perbedaan penelitian,  penelitian Mifftahuddin berfokus pada 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan 

penelitian ini hanya berfokus pada transparansi pengelolaan dana desa. 

b. I Wayan Irvan M, 2017. Dengan judul penelitian “ Penerapan 

Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 

Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBD) di Desa Sidoharjo sudah dilakukan cukup maksimal. 

                                                             
11

 Miftahuddin, 2018, dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa 

Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Panggugharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”. 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 

 

 
16 
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Namun, mengenai pelaporan masih terhambat karena pencairan 

sumber dana tidak sesuai dengan rencana, sehingga sering terjadi 

keterlambatan dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban 

yang dibuat oleh aparat desa
12

. 

Perbedaan pada penelitian, I Wayan Irvan berfokus pada 

transparansi pengelolaan anggaran dan belanja desa, sedangkan 

penelitian ini ingin melihat bagaimana transparansi dalam pengelolaan 

dana desa dan bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa. 

c. Arista Widiyanti, 2017. Dengan judul penelitian Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Studi pada desa Kandung dan 

Sumberejo di Kecamatan Winogan Kabupaten Pasuruan. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa, berdasarkan Peraturan Mentri Dalam 

Negeri (PERMENDAGRI) menunjukan bahwa secara garis besar 

pengelolaan alokasi dana desa di desa Sumberejo sudah dilakukan 

secara akuntabel dan transparan pada tahap penetausahaan, pelaporan 

dan pertanggungjawaban serta didukung dengan adanya partisipasi 

dari masyarakat. Sedangkan desa Kandung menunjukan hasil yang 

tidak akuntabel dan transparan, bukan hanya tidak transparan terhadap 

masyarakat, namun juga dalam pihak internalnya sendiri
13

. 

                                                             
12

 I Wayan Irfan M, skripsi:. “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoardjo Kecamatan Way Panji Kabupaten 

Lampung Selatan). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 2017 
13

 Arista Widiyanti, skripsi:  “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winogan Kabupaten 

Pasuruan)”. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 

2017 
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Perbedaan pada penelitian, pada penelitian Arista Widiyanti 

lebih berfokus membandingkan dua desa yang berbeda, sedangkan 

penelitian ini hanya berfokus meneliti pada satu desa saja yaitu 

Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. 

2.2 Teori Transparansi 

2.2.1.Pengertian Transparansi 

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan 

maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada 

seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-

undangan
14

. 

Berdasarkan pendapat ahli, Ratminto menyatakan, bahwa transparansi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh 

seluruh masyarakat
15

. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta 

                                                             
14

 Standar Akutansi Publik, 2005. Hanni Andini, skripsi : “Penerapan Prinsip 

Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, Universitas 

Dharma Yogyakarta. 2017, hal 30. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 21:12 
15

 Ristya Dwi Anggraini, 2013: “Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII” .Surabaya: 

2013, Vol 1, No 2, Agustus -ISSN : 2303-34IX  hal 4. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 

15:30. 
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hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut
16

. Transparansi dibangun berdasarkan 

kebebasan arus informasi. Proses dan informasi, secara langsung dapat diterima 

oleh mereka yang membutuhkan informasi
17

. 

Transparansi merupakan salah satu prinsip good governanace yaitu adanya  

keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa yang memungkinkan 

masyarakat dapat mengetahui seta bisa mengakses informasi dengan mudah 

tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses, 

pembuatan dan pelaksanaannya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai 

dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa
18

. 

Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. 

Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat 

melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan 

akurat. Keterbukaan atau transparansi dapat di artikan sebagai tindakan yang 

memungkinkan suatu persoalan dapat menjadi jelas, serta mudah untuk difahami 

oleh kalangan masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada 

lagi permasalahan
19

. 

                                                             
16

 Amin Rahmanurrasjid, skripsi: “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di 

Daerah”. Semarang : 2008. Hal 85.(Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 13:41). 
17

 Muhammad Ilham Arisaputra ,2013 :”Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 

Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. Yuridika”: Volume 28 No 2, hal 11. 

(Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 19:25). 
18

 Wienda Damayanti, skripsi: “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 2018, hlm 4-5. 
19

 Sri Mulyanigsih, skripsi : “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon 

Simpangkanan”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung. 2019, hlm 6 
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Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan 

keuangan desa serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan 

keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan harus adanya kejelas dan tidak dilakukan secara sembunyi-

sembunyi dan rahasia, segala urusan maupun proses perencanaan yang dilakukan 

harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik. Transparansi 

sangat dibutuhkan untuk seiap lembaga publik yang memiliki kepentingan 

terhadap orang banyak. Oleh karena itu transparansi dapat diartikan sebagai 

bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan 

diambil oleh pemerintah
20

. 

2.2.2.Indikator Transparansi 

 Adapun indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan Good 

Governance menurut Kristianten transparansi dapat diukur melalui beberapa 

indikator yaitu :  

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu salah satu cara yang 

dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya 

kecurangan atau penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya Ketersedian 

informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses 

informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau 

dokumen tertulis. 

2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu  hal yang sangat 

penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk 

                                                             
20

 Ibid,hlm 7-8. 
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memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan 

pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara 

transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan 

dilaksanakan , dengan cara memasang pengumuman di papan informasi 

yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang 

dillaksanakan. Masyarakat serta aparat pemerintahan juga berhak 

mengetahui proses pelaksanakan pengelolaan dana desa dengan cara 

melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. 

3. Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang 

menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang 

akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak 

mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.   

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu pengelolaan dana 

desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Selain regulasi 

dan pertanggungjawaban pemerintah juga harus membuat laporan rincian 

anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam 

setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi
21

. 

2.2.3.Karakteristik Transparansi 

  Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap tindakannya, serta 

siap menerima kritikan maupun masukan yang diberikan, dan juga dapat 

                                                             
21

 Ibid,hlm 8 
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dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut dapat diterapkan dengan 

menggunakan karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut :  

1. Informativeness (Informatif) yaitu dalam memberikan informasi, berita, 

prosedur, data, fakta, maupun penjelasan yang mengenai mekanisme 

kepada Stakeholders yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat 

berdasarkan fakta. 

2. Openess (Keterbukaan) yaitu adanya keterbukaan informasi merupakan 

hak yang harus diperoleh oleh stakeholders dalam mengakses informasi. 

Sehingga setiap stakeholders dapat mengakses segala informasi dan data 

secara menyeluruh dan akurat. 

3. Disclusure (Pengungkapan) yaitu dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

pengungkapan wajib merupakan segala sesuatu yang sudah menjadi 

tanggung jawab berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan 

badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara 

sukarela diluar apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan, standar 

akutansi, dan peraturan badan pengawasan
22

. 

Jika melihat dari karakteristik di atas transparansi merupakan asas 

keterbukaan yang dapat memberikan masyarakat mengetahui dan mendapatkan 

akses informasi secara lebih luas dan mudah mengenai data keungan yang akurat. 

Maka dari itu transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan 

pengelolaan dana desa. Sehingga masyarakat diberikan kebebasan dalam 

mengakses informasi baik dari perencanaan sampai hasil yang telah dicapai. 
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2.2.4.Prinsip-Prinsip Transparansi 

Dalam mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa 

prinsip. Humanitarian Forum Indonesia mengemukakan ada enam (6) prinsip 

dalam transparansi yaitu sebagai berikut :  

1. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai 

informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk 

bantuan atau program. 

2. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya  media yang 

mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan 

3. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai 

pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang 

dapat diakses oleh umum/publik. 

4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti. 

5. Adanya Website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan 

kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa 

6. Adanya Pedoman dalam melakukan penyebaran informasi
23

. 

2.3 Teori Organisasi 

2.3.1 Pengertian Organisasi 

Organisasi merupakan keseluruhan perpaduan unsur manusia yang 

berkumpul dalam sebuah tempat dengan memiliki kemampuan, keahlian masing-

masing untuk berkerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu 
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organisasi bersifat terbuka, karena organisasi dapat mencakup orang banyak untuk 

bekerja dengan tujuan-tujuan tertentu yang bergantung kepada usaha orang lain 

untuk mencapai kinerja, hasil dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi 

kerjasama sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien
24

. 

Organisasi juga merupakan tempat sekumpulan orang yang memiliki 

keahlian di bidang tertentu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi pada era 

modern ini. Dengan adanya kecanggihan teknologi yang memadai akan lebih 

memungkinkan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dalam mencapai tujuan 

organisasi akan semakin cepat tercapai, namun hal tersebut dapat tercapai jika 

para pegawai yang berada didalam organisasi tersebut memiliki kemampuan 

untuk mengelolanya. Maka barang dan pelayanan yang dihasilkan pun akan 

semakin berkualitas
25

. 

Berdasarkan dalam berbagai teori para ahli, menyebutkan bahwa organisasi 

merupakan sebuah tempat atau wadah dimana sekelompok orang yang saling 

bekerjasama antara satu dengan yang lain serta memiliki kemampuan dan 

pengetahuan dalam bekerja yang dilakukan secara terkoordinasi dalam upaya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tepat sasaran secara efektif dan 

efesien
26

. Di dalam sebuah organisasi tentunya harus memiliki karyawan yang 

memiliki pengetahuan serta wawasan yang baik agar mampu bekerjasama antara 

                                                             
24

 H. Muhammad Rifa’i, Manajemen Organisasi. Citapustaka Media Perintis. Bandung. 

2013, Hlm 59 
25

 Ibid, hlm 59-60 
26

 Omega Yudita Cahyanigsih. Skripsi : “Pengaruh struktur organisasi terhadap 

efektivitas organisasi pada dinas daerah”. Uiniversitas lampung, 2017. Hlm 12. 



25 
 

 
 

karyawan yang satu dengan karyawan yang lainya dalam mencapai tujuan 

bersama, serta lebih mementingkan  urusan kelompok daripada urusan pribadi. 

Dengan adanya sebuah organisasi pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan 

efektif dan efesien dengan adanya sumber daya yang baik. Oleh karena itu 

pengetahuan tentang organisasi sangat penting bagi orang-orang yang berada di 

dalam lingkungan organisasi. Organisasi bukanlah semata-mata sebagai salah satu 

entitas tunggal akan tetapi organisasi merupakan sebuah sistem yang saling 

berkaitan dengan lingkungan. Dalam pelaksanaan organisasi sangat penting 

melaksanakan proses dalam pembangunan sumber daya manusia. Sebagaimana 

organisasi merupakan suatu komponen yang sangat penting untuk di jalankan 

dalam pemerintah
27

. 

2.3.2 Pemerintah Desa  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa 

pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah 

desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus 

seluruh kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan 

Rebuplik Indonesia (PNKRI)
28

. 

Pemerintah desa juga dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang saling 

bekerja sama dan memiliki keahlian masing-masing dalam mengelola 

kewenangan-kewenangan yang telah diberikan serta melaksanakan kepemimpinan 
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dan koordinasi pemerintah  dan pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga 

dimana mereka ditempatkan
29

. 

Pemerintah desa merupakan bagian terkecil dari pemerintah Nasional, yang 

penyelenggaraannya hanya ditujukan kepada Desa. Pemerintah desa yaitu sebuah 

proses dimana adanya usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat desa yang masih jauh tertinggal dengan desa-desa 

yang sudah maju dan berkembang baik dari segi perekonomian maupun dari segi 

pembangunan
30

. 

Pemerintah desa merupakan kepala desa yang disebut dengan nama lain 

serta diabantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah 

desa
31

. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) 

menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwewenang : 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa 

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa 

3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa 

4. Menetapkan peraturan Desa 

5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa 

6. Membina kehidupan masyarakat Desa 

7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa  
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8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa 

9. Mengembangkan sumber pendapatan desa 

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa  

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat 

12. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
32

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa 

penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai 

berikut: 

1. Kepastian hukum. 

2. Tertib penyelenggaraan pemerintah. 

3. Tertib kepentingan umum. 

4. Keterbukaan . 

5. Proporsionalitas. 

6. Akuntabilitas. 

7. Efektifitas dan efesiensi. 

8. Kearifan lokal. 

9. Keberagamaan. 

10. Partisipatif
33

. 
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2.3.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Nomor 84 

Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa 

telah di terbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Desa. Pemerintah 

desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas 

sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Berikut adalah 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa : 

1. Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh staf 

sekretariat. Sekretariat terdiri dari tiga (3) urusan meliputi, urusan tata 

usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Dan paling 

sedikit dua (2) urusan yaitu meliputi, urusan umum dan perencanaan dan 

urusan keuangan, dan masing-masing urusan tersebut dipimpin oleh 

kepala pengurus. 

2. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai 

satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan 

ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang 

dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas 

wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk , serta 

sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi, 

penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian tugas kewilayahan 

dilaksanakan oleh kepala dusun atau ditetapkan lebih lamjut dalam 
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peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. 

3. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu  Kepala Desa sebagai 

pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri dari tiga (3) seksi 

meliputi, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, 

paling sedikit meliputi dua (2) seksi yaitu, seksi pemerintahan serta seksi 

kesejahteraan dan pelayanan. Kemudian masing-masing seksi dipimpin 

oleh Kepala Seksi
34

. 

2.3.4 Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan 

Dalam pembangunan desa peran pemerintah desa sangat penting baik dalam 

pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat, sebagaimana kita ketahui 

bahwa masyarakat yang lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan sampai 

masyarakat tersebut merasa bahwa hidupnya sudah terjamin, adil, aman, dan 

sejahtera baik dari segi perekonomian maupun pambangunan. Oleh karena itu 

berjalan atau tidaknya sebuah pembangunan serta kesejahteraan masyarakat 

berada dibawah pimpinan pemerintah desa
35

. 

Adapun tugas pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta 

pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai 

pelaksana pemerintah yaitu sebagai berikut : 
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1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Nomor 113 

Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara 

transparan yang meliputi seluruh kegiatan yaitu, perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban 

keuangan. Pengelolaan keuangan desa harus mampu 

dipertanggungjawabkan dan penyampaian informasi kepada masyarakat 

harus dilakukan secara transparan, akurat dan disertai dengan bukti baik 

secara tertulis maupun melalui media informasi. 

2. Peran pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan yaitu pemerintah desa memiliki peran  

menggerakkan masyarakat  untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan 

maupun musyawarah. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan 

masyarakat untuk mengikuti musyawarah dan pembangunan serta 

memberikan saran dan masukan terhadap pembangunan desa, dan juga 

ikut serta berkerjasama  dalam proses pembangunan baik dari tahap awal 

hingga selesai. 

3. Pemerintah desa juga memiliki peran untuk menggerakkan pasrtisipasi 

masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. 

4. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa yaitu 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat 

untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri. Dengan 
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adanya kemampuan yang memadai masyarakat dapat menunjang 

pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
36

.    

   Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah desa terdiri dari kepala desa 

dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan 

perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur 

kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial 

budaya setempat, 

1. Kepala Desa 

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan 

desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga 

kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa dan kerja sama 

antar desa. 

2. Perangkat Desa 

Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis 

lapangan dan unsur kewilayahan, mempunyai tugas membantu kepala 

desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. 

3. Sekretaris Desa 

Berdasarkan ketentuan pada pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005, jabatan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. 
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4. Perangkat Desa Lainnya 

Peangkat desa lainnya adalah staf sekretariat, pelaksana teknis lapangan, 

dan perangkat kewilayahan. Perangkat desa dimaksud diangkat oleh 

kepala desa dari penduduk desa setempat, dan ditetapkan dengan 

keputusan kepala desa
37

. 

   Dalam membangun sebuah desa tentunya desa tersebut harus memilik 

pemimpin yang mampu membawa desa tersebut kearah yang lebih baik. Berikut 

ada beberapa fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah desa. Adapun fungsi 

pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam lima (5) fungsi pokok 

yaitu : 

1. Fungsi instruktif merupakan komunikasi yang dilakukan melalui satu 

arah dimana pemerintah sebagai komunikator yang akan menetukan apa, 

bagaimana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam fungsi ini pemerintah 

dituntut harus mempunyai kemampuan dalam memimpin. 

2. Fungsi konsultatif yaitu komunikasi yang dilakukan secara dua arah 

merupakan komunikasi yang dilakukan secara timbal balik antara 

pemerintah dan masyarakat dengan melakukan musyawarah untuk 

mendapatkan saran maupun masukan dalam pengambilan sebuah 

keptusan. 

3. Fungsi partisipasi yaitu pemerintah harus melibatkan peran masyarakat 

baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya.  
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4. Fungsi delegasi yaitu dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan 

wewenang dalam membuat maupun menetapkan baik melalui 

persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemerintah. Adanya 

kepercayaan antara pemberi dan penerima delegasi. 

5. Fungsi pengendalian yaitu adanya pengawasan dan pengarahan serta 

koordinasi yang baik dengan anggota dalam menjalankan tugas agar 

tujuan dapat tercapai dan berjalan dengan efektif
38

. 

2.3.5 Kelembagaan Desa 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai 

kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintah Desa/Desa Adat yang 

terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/ Desa 

Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat 

atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintah Desa/Desa 

Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala desa 

mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat. 

dengan demikian prinsip pengaturan tentang Kepala Desa adalah sebagai berikut : 

a. Sebutan kepala desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal 

b. Kepala desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala pemerintah 

desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat 

c. Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat 

setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal 
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d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan 

basis partai politik, sehingga Kepala Desa dilarang menjadi partai 

politik
39

. 

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa diharapkan lebih akuntabel dan transparansi 

yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah 

Desa dan Lembaga Desa. Lembaga Desa khususnya Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) yang didalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam 

menyiapkan kebijakan Pemerintah Desa bersama Kepala Desa serta harus 

mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih 

secara demokratis oleh masyarakat desa
40

.  

2.3.6 Sumber Pendapatan Desa 

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli 

Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota, bagian dari 

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ 

Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

Bantuan keuangan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten/ Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihat 

ketiga
41

. 

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota kepada Desa 
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diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. 

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan 

Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala 

Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan 

tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. 

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 

yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang 

bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang 

berbasis Desa secara merata dan berkeadilan
42

. 

 

2.4 Keuangan Desa 

2.4.1 Pengertian Keuangan Desa 

Sejauh ini keuangan desa dapat didefinisikan sebagai semua hak dan 

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tesebut
43

. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

tahun 2016 tentang desa menyatakan bahwa, desa diberikan kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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Oleh sebab itu Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan 

kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut
44

.  

Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas yaitu, asas transparan, 

asas akuntabel, asas partisipatif, serta keuangan desa harus dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran. Kemudian dokumen publik tentang pengelolaan 

keuagan desa harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa, serta tidak 

adanya diskriminasi terhadap antara satu golongan dengan golongan yang lain 

(tertentu) terkait dengan pengelolaan keuangan desa
45

. 

Dalam  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa. Dana 

Desa “merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang diperuntuhkan bagi Desa yang ditransfer melalui  Anggran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan 

dengan baik”.
46

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa. 

Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan 
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Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan”, Universitas Sumatera Utara Medan.  2017, hal 
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45
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2018, hlm 35 
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memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan 

masyarakat
47

.  

2.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. 

a. Dalam perencanaan pembangunan desa harus diselenggarakan dengan 

melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan desa. Jika melihat dari segi dokumentatif perencanaan dan 

pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDes) yang hanya berlaku selama enam tahun dan 

Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut dengan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 

(APBDes) yang berlaku satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa 

merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan 

dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa.  

b. Penganggaran  dilaksanakan setelah rencana kerja pemerintah desa 

ditetapkan. Anggaran pendapatan desa merupakan rencana anggaran 

keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk 

menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. 

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa prinsip yang 

harus dipenuhi yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus 
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dilaksanakan melaui Rekening Kas Desa, untuk mencegah terjadinya 

penyelewengan keuangan desa pelaksanaan kegiatan desa harus disertai 

dengan dokumen sebagai bukti.  

d. Penatausahaan keuagan desa merupakan kegiatan pencatatan yang 

dilakukan oleh Bendahara desa. Kemudian Bendahara diwajibkan untuk 

melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik pengeluaran 

maupun penerimaan. 

e. Pelaporan memiliki beberapa Indikator yaitu: kepala desa menyampaikan 

laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota, Laporan 

semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, 

Laporan akhir tahun dilaporkan paling lambat bulan Januari tahun 

berikutnya. 

f. Pertanggungjawaban, Indikator pertanggungjawaban meliputi, kepala desa 

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa kepada bupati/walikota sebagai pertanggungjawaban, 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari 

pendapatn, belanja serta pembiayaan, kemudian laporan 

pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis 

maupun melalui media yang dapat diakses dan mudah dijangkau
48

.   
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2.4.3 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Dalam mencapai efektifitas dan efesiensi dalam pengelolaan keuangan desa 

tentunya harus memerlukan beberapa asas serta prinsip yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam mengelola keuangan desa, sehingga dana yang jumlahnya 

sangat terbatas dapat digunakan secara efektif, efesien, ekonomis, dan berkadilan. 

Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik diharapakan mampu 

menghasilkan perbandingan terbaik antara pemasukan dan pengeluaran keuangan 

desa tersebut. Berikut adalah beberapa asas atau prinsip-prinsip dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

1. Asas kesatuan : adalah prinsip atau asas yang menghendaki agar semua 

pendapatan dab belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen 

anggaran desa. 

2. Asas universalitas : ialah asas atau prinsip yang mengharuskan agar 

setiap transaksi keungan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen 

anggaran desa. 

3. Asas tahunan : adalah asas atau prinsip yang membatasi masa 

berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran. 

4. Asas spesialitas : yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap 

kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. 

5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip 

yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa 

harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat desa, sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 
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6. Asas proporsionalitas : yaitu asas atau prinsip yang  mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keungan 

desa. 

7. Asas profesionalitas : yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan 

keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

8. Asas keterbukaan : yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap 

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak 

diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap 

memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan. 

9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri : yaitu 

asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk 

melakukan pemeriksaan keuangan desadan tidak boleh di pengaruhi 

oleh siapapun. 

10. Asas value for money : yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa 

dalam pengelolaan dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan 

secara ekonomis, efesien dan efektif. 

11. Asas kejujuran : yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam 

pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus di percayakan 

kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, 

sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN) dapat diminimalkan. 
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12. Asas pengendalian : yaitu asas atau prinsip yang menghendaki 

dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran 

anggaran pendapatan dan belanja desa  (APBDesa) sehingga bila terjadi 

selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut. 

13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan : 

yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan 

keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

14. Asas bertanggungjawab : yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan 

kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya 

dan pelaksana kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

15. Asas keadilan : yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya 

keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau 

keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan 

obyektif. 

16. Asas kepatutan : yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu 

sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional. 
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17. Asas manfaat untuk masyarakat : yaitu asas atau prinsip yang 

mengharuskan bahwa keungan desa wajib digunakan atau diutamakan 

untuk memnuhi kebutuhan masyarakat desa
49

.  

2.4.4 Dasar Hukum Dana Desa 

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa 

bersumber dari    APBN. 

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

4. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas 

penggunaan Dana Desa tahun 2015. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara 

pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana 

Desa
50

 

2.4.5 Tujuan Dana Desa  

1. Dapat mempercepat pertumbuhan serta pembangunan desa untuk dapat 

mengatasi persoalan yang terjadi di dalam lingkup masyarakat. 

2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga 

masyarakat yang berkualitas dapat menjadi input yang bermanfaat bagi 

desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. 
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3. Dapat meningkatkan pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat, 

untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan dapat memenuhi 

kebutuhan kehidupan serta meningkatkan pemerataan pembangunan 

dalam masyarakat
51

. 

4. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah dan tidak berbelit-belit 

dalam proses administratif di desa. 

5. Dapat mengatasi tingkat angka kemiskinan. 

6. mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa,dan, 

7. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan 

2.4.6 Prinsip Penggunaan Dana desa 

1. Keadilan yaitu lebih mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga 

desa tanpa membeda-bedakan antar satu golongan dengan yang lainnya 

2. Kebutuhan prioritas yaitu lebih mendahulukan kepentingan desa yang 

lebih mendesak,lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 

kepentingan sebagian besar masyarakat desa daripada mengutamakan 

urusan kelompok atau pribadi 

3. Kewenangan desa yaitu lebih mengutamakan kewenangan hak asal usul 

dan kewenangan lokal berskala desa 

4. Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat dan 

menerima saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat dalam 

pembangunan desa 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Diolah Oleh Penulis Pada Tahun 2020 

5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa yaitu mengutamakan 

pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam 

desa dan mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa 

dan kearifan 

6. Tipologi desa yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 

karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi 

desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa 

2.5 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Kampung Arul Putih 

3.1.1 Sejarah Singkat Kampung Arul Putih 

Kampung Arul Putih merupakan salah satu kampung yang berada di 

Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Penyebutan nama kampung arul 

putih berawal dari, pada tahun 1935 ada seorang kakek yang sedang mencari 

bahan untuk membuat  rumah dengan melewati arul (sungai),  pada saat kakek 

tersebut melewati arul (sungai), kemudian ia melihat air arul (sungai) yang 

dilewatinya berwarna putih seperti susu. Maka semenjak tahun itulah kampung 

arul  kumer mempunyai dusun arul putih. Seiring berkembangnya zaman sampai 

sekarang tetap disebut dengan Kampung Arul Putih. 

Kemudian beberapa para tokoh Kampung Arul Kumer dusun Arul Putih 

melakukan pengajuan pemekaran kepada pemerintah dengan usulan menjadi 

Kampung Arul Putih. Dengan harapan dapat memudahkan urusan serta proses 

administratif  dan mensejahterakan masyarakat kampung, kemudian usulan 

tersebut disetujui oleh pemerintah. Maka dari itu Kampung Arul Putih merupakan 

kampung pemekaran dari Kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara 

Kabupaten Aceh Tengah, yang diusulkan pada Tahun 2001 dan Kampung Arul 

Putih sudah menjadi kampung definitif pada tahun 2002. 

Sejak berdirinya Kampung Arul Putih sudah dipimpin oleh empat (4) reje 

kampung / gecik. Adapun yang menjadi reje kampung / gecik Kampung Arul 

Putih  yaitu pada Tahun 2001 sampai 2006 dipimpin oleh Bapak M. Daud. AK 

45 
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,pada Tahun 2006 sampai 2012 di pimpin oleh Bapak Abdul Khadir, pada Tahun 

2012 sampai 2018 dipimpin oleh Bapak Kamluddin kemudian pada Tahun 2018 

sampai dengan 2023 Bapak Abdul Khadir kembali memimpin Kampung Arul 

putih. 

3.1.2 Visi dan Misi 

Adapun visi dari Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten 

Aceh Tengah yaitu “Mengembangkan Perekonomian Masyarakat”. 

Misi Kampung Arul Putih : 

1. Meningkatan perekonomian masyarakat Kampung 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat 

kampung 

4. Mencerdaskan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan 

masyarakat 

3.1.3 Jumlah Penduduk Kampung Arul Putih 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kampung Arul Putih 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. Perempuan 315 Jiwa 

2. Laki-laki 300 Jiwa 

3. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 215 Orang 

Jumlah Total Jiwa 615 Jiwa 

           Sumber Data : RPJMK Tahun 2018-2020. 
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         Berdasarkan tabel diatas menerangkan  bahwa jumlah Penduduk Kampung 

Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 615 Jiwa 

dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak  215 orang serta terdapat 315 

orang penduduk berjenis kelamin perempuan dan 300 orang penduduk yang 

berjenis kelamin laki-laki. Kampung Arul Putih Lebih banyak berjenis kelamin 

perempuan daripada laki-laki. 

Tabel 3. Dusun Kampung Arul Putih 

No Nama Dusun Luas Meter 

1. Musara ate 10 Ha 100.000 m
2
 

2. Lelah (Tengah) 13 Ha 130.000 m
2
 

3. Sepakat  17 Ha 170.000 m
2
 

  Sumber Data : RPJMK Tahun 2018-2020 

   Dengan luas wilayah Kampung Arul Putih 40 Ha. Adapun batasan-batasan 

Kampung Arul Putih adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Arul Kumer. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Semelit Mutiara. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Pinggir Sungai  Peusangan/ Kampung 

Bah. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung alur Kumer Barat. 

3.1.4 Kondisi Sosial Kampung Arul Putih 

Kampung Arul Putih merupakan salah satu kampung yang terletak di 

Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Kondisi sosial kampung Arul 

Putih dari segi persatuan masyarakat masih terbilang sangat tinggi baik dari segi 



48 
 

 
 

dalam musyawarah, acara pernikahan, acara kematian , maupun dalam melakukan 

gotong-royong. Kegiatan yang dilakukan di kampung melalui sitem pengumuman 

secara keseluruhan tidak melalui dari rumah kerumah, walaupun dengan sistem 

tersebut banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang 

dilaksanakan oleh kampung. 

Mayoritas  mata pencaharian masyarakat sebagian besar 95% adalah Petani 

dan Buruh Tani kemudian yang 5 %  lagi yaitu meliputi, Pedagang, Peternak, 

Wiraswasta, TNI/POLRI, maupun Pegawai. Adapun jenis tanaman yang ditanam 

oleh petani Kampung Arul Putih sangat beragam meliputi, kopi, cabai, umbi-

umbian, sayur-sayuran, dan lain-lain. 

3.1.5  Struktur Organisasi Kampung Arul Putih  

  Tabel 4. Sejarah Pemerintah Kampung Arul Putih 

No Tahun Reje Kampung / Gecik Kondisi Pemerintahan 

1. 2001-2006 M. Daud. AK Masa pemerintahan yang 

pertama yaitu masa 

berkembang, sudah melakukkan 

upaya untuk pembangunan 

kampung menjadi lebih baik. 

Namun belum menerima dana 

desa secara utuh 

2. 2006-2012 Abdul Khadir Masa pemerintahan yang kedua  

sudah adanya pelayanan yang 

baik terhadap masyarakat. baik 
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dari segi administratif. 

3. 2012-2018 Kamaluddin Masa pemerintahan sudah 

menerima dana desa secara utuh 

untuk melakukan pembangunan 

terhadap kampung. 

4. 2018-2023 Abdul Khadir Sebagai pemerintahan baru 

yang terpilih, sudah melakukan 

perubahan kampung dengan 

baik. Menuju perubahan 

pembangunan untuk 

memudahkan akses masyarakat.  

        Sumber Data : Dokumentasi RPJMK Tahun 2018-2023. 

  Tabel 5. Struktur Pemerintah Kampung Arul Putih 

No Nama Jabatan 

1. Abdul Khadir Reje Kampung 

2. Feri Ariansyah Putra Sekretaris  

3.  Bendahara 

4. Hukamah Rakyat Genap Mupakat (RGM) 

5. M. Daud Petue 

6. Tgk. Joharsyah Imam Kampung 

7. Lakmana Kaur Pemerintahan dan Kesra 

8. Juanda Kaur Ekonomi dan Pembangunan 

9. Abdul Karim Kaur Umum 
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Gambar 2. Struktur Organisasi Kampung Arul Putih 

Dokumentasi RPJMK Tahun 2018-2023 

Diolah Oleh Penulis Pada Tahun 2020, Sumber : Profil Kampung 

10 Mutuahdi Kepala Dusun I 

11. M. Yakub Kepala Dusun II 

12. Ramatsyah Kepala Dusun III 

     Sumber Data : Dokumentasi RPJMK Tahun 2018-2023. 
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BAB IV 

DATA DAN HASIL PENELITIAN 

4.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan  

Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan 

keuangan desa harus dilakukan dengan baik yang dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Keuangan desa juga harus dikelola dengan baik sesuai dengan tatalaksana 

pemerintahan yang baik (good governance). Dalam tata kelola pemerintahan yang 

baik prinsip transparansi menjadi hal yang paling utama untuk diterapkan dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

Keuangan desa merupakan sumber pendapatan desa yang dikelola melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan 

dilakukan oleh kepala desa yang di tuangkan dalam peraturan desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa 

harus dilakukan secara transparan, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua 

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa. 

Sumber pendapatan Kampung Arul Putih merupakan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk dana desa. Berdasarkan Undang-

51 
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undang Nomor 6 Tahun 2014 Dana desa merupakan Anggaran yang diberikan 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah pusat memberikan 

kewenangan serta kepercayaan penuh kepada pemerintah desa untuk dapat 

mengutamakan dana desa untuk kepentingan umum yaitu masyarakat seperti, 

membangun, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan Anggaran yang dicairkan oleh pemerintah 

setiap tahunnya. 

Mekanisme pengelolaan dana desa di kampung Arul Putih pada tahun 2019 

diawali dengan melakukan perencanaan APBK kampung yang diajukan kepada 

pihak kecamatan dan di sampaikan kepada pihak DPM atau keuangan daearah, 

kemudian setelah di cek kebenaran dokumen APBK maka dana itu dikeluarkan 

melalui rekomendasi DPM kepada dinas keuangan maka dinas keuangan akan 

melimpahkan dana tersebut kepada Bank BPD yang terletak di kampung 

Pepeyungen Angkup. 

Mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Arul Putih pada 

tahun anggaran 2019 yaitu setelah dana tersebut dikeluarkan oleh pihak Bank 

maka kampung Arul Putih Melakukan pra musyawarah untuk membahas 

perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan kampung pada tahun 2019 

yang akan dilakukan dikampung Arul Putih. Pencairan anggaran Dana Desa pada 

tahun 2019 dilakukan secara bertahap adapun tahapan yang pertama yaitu 

berjumlah 40%, tahapan kedua berjumlah 40%, kemudian tahapan ketiga 

berjumlah 20%. Oleh karena itu dana yang dicairkan 40% pertama menjadi modal 
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apa yang perlu dibangun maka itu yang didahulukan untuk pelakanaan 

pembangunan kampung. 

Seorang informan memaparkan hasil wawancaranya mengenai mekanisme 

pengelolaan dana desa : 

“sebelum pelaksanaan pencairan dana itu tahapan-tahapan harus diikuti, 

yang pertama tahapannya musyawarah apa apasaja kira-kira yang mau di 

bangun, diinput dulu dari dusun, setelah terkumpul dari dusun-dusun 

dibawa ke lembaga musyawarah desa (musdes) didalam bentuk lembaga 

musyawarah desa ni ada beberapa unsur termasuk unsur pemerintahan 

kampung itu sudah mencakup Petue, Rgm, Linmas, perwakilan wanita, 

mungkin dari seksi pertanian akan kita ikutkan dalam musyawarah
52

. 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme 

pengelolaan dana desa di kampung arul putih diawali dengan adanya 

pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kampung kemudian melakukan 

tahapan-tahapan yang harus diikuti sebelum melakukan pembangunan. Dalam 

melakukan perencanaan pemerintah kampung Arul Putih selalu melibatkan 

masyarakat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan kampung. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa dilakukan 

melalui beberapa tahapan mekanisme  yang dimulai dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun 

tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khadir (Sebagai Reje Kampung Arul Putih) 

Pada Tanggal 30 Juni 2020. Pukul 08.30 dirumah. 
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4.1.1 Perencanaan 

         Dalam proses perencanaan pembangunan Kampung Arul Putih sudah 

tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung  (RPJMK).  

Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RPJMK) akan menjadi petunjuk dalam 

pembangunan kampung Arul Putih dalam jangka waktu satu tahun berjalan. 

Berdasarkan dalam peraturan desa, Rencana Kerja Pembangunan Kampung 

(RKPK) akan menjadi dokumen yang utama dalam menyusun Anggaran 

Pendapatan Belanja Kampung (APBK).  

         Seorang informan bapak Feri Ariansyah Putra memaparkan hasil 

wawancaranya kepada penulis mengenai perencanaan pembangunan Kampung : 

 “iya, dalam perencanan pembangunan kampung ini kami selaku 

pemerintah kampung melibatkan beberapa unsur yang terkait, setelah 

musyawarah kita menentukan titik-titik dimana akan kita lakukan 

pembangunan seperti, rabat beton, pembangunan paud, pembangunan TK, 

pembangunan pagar masjid, pembangunan gudang aset kampung, dll. 

Kemudian perencanaan tersebut dibukukan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kampung (APBK) kampung”
53

. 

          Hal serupa juga disampaikan oleh informan bapak banta selaku masyarakat 

Kampung Arul Putih kepada penulis  : 

                                                             
53

 Hasil Wawancara dengan Bapak Feri Arinsyah Putra (Sebagai Sekretaris Kampung 

Arul Putih) Pada Tanggal 30 Juni 2020. 09.00 dirumah. 
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Pertama 
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Dusun 

(Musdus) 
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Musyawarah 
Desa 

(Musdes) 

Ketiga melakukan 
Musyawarah 

Rencana 
Pembangunan 

(MUSRENBANG) 

Gambar 4.1. Siklus Musyawarah Kampung Arul Putih 

Sumber Data : Diolah Oleh Peneliti Pada Tahun 2020 
 

 “kami juga diikutsertakan dalam hal memusyawarahkan tentang 

pembangunan tentu mulai dari perencanaan sampai dengan penyerahan 

hasil pembangunan”
54

. 

          Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan pelaksanaan pembangunan kampung Arul Putih sudah melibatkan 

beberapa unsur yang terkait terutama dari kalangan masyarakat untuk melakukan 

musyawarah pra pembangunan agar sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan 

masyarakat. Tujuan melakukan musyawarah yaitu agar pembangunan sesuai 

dengan apa yang telah disepakati bersama sehingga pembangunan dapat berjalan 

secara efektif dan efisien.  

         Berikut adalah siklus dari musyawarah dalam perencanaan pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara 

Kabupaten Aceh Tengah. 

 

 

 

 

 

 

                             

    

                                                             
54

 Hasil Wawancara dengan Bapak Banta (Sebagai Masyarakat Kampung Arul Putih) 

Pada Tanggal 4 Juli 2010. Pukul 09.00 dirumah. 
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         Berdasarkan gambar siklus diatas dapat disimpulkan bahwa Musyawarah 

Dusun (Musdus) merupakan tahapan yang paling awal dilakukan dalam 

melakukan perencanaan karena musyawarah yang dilakukan di dusun dapat 

menentukan kebutuhan dari masyarakat masing-masing kampung. Kemudian 

tahapan kedua dilakukan dengan mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) di 

dalam musyawarah ini membahas dan mengumpulkan laporan dari masing-

masing dusun mengenai arah pembangunan, kemudian pembahasan dilanjutkan 

dengan melihat kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung 

(RPJMK) untuk digunakan didalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan 

Kampung (RKPK). Sedangkan tahapan yang terakhir mengadakan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbang), musyawarah ini merupakan 

forum tertinngi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas dan 

membuat keputusan rancanangan RKPK. 

4.2.2 Pelaksanaan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 

Tahun 2016 menjelaskan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, 

penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Proses penyaluran dana desa 

diawali dengan pemindahan buku Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kedalam 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian selanjutnya melakukan 

pemindahan dari buku Rekening Kas Daerah (RKD) menjadi buku Rekening Kas 

Desa (RKD). Sedangkan pencairan dana desa di Kampung Arul Putih dilakukan 

dengan dua (2) cara yaitu melalui transfer dan cash. Dalam melakukan pembelian 

bahan-bahan material untuk pembangunan pembayaran melalui ditransfer, 
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kemudian dana cash hanya digunakan untuk upah tukang  yang kita sediakan di 

bendahara kampung. 

Seorang informan bapak Feri Ariansyah Putra memaparkan hasil 

wawancara kepada penulis : 

“iya betul dek, kalau untuk dalam pelaksanaan pembangunan kampung ini 

kami menggunakan rekening kas kampung  sebagai alat pembayaran untuk 

material-material seperti, pasir, semen,bata, besi, kayu dan bahan yang lain 

dek. Kalau uang cash kami ambil cuman untuk ongkos tukang atau hari 

upah kerja (HUK), karna masyarakat ini dia butuh uang, kadang-kadang 

sore dia butuh uang setelah kerja, kami sudah menyediakan dan tinggal 

kami salurkan saja kepada tukang tersebut”
55

. 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh informan bapak banta kepada penulis : 

“betul,,dalam pelaksanaan pembangunan pun kami selaku masyarakat 

diikutsertakan, termasuk yang menjadi tukang pun diambil dari kampung ini 

jika masyarakat disini memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Kalau 

masalah ongkos kadang kami yang meminta untuk kebutuhan perhari dari 

bendahara”
56

. 

 

Dari pemaparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kampung 

Arul Putih melakukan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Lakmana (Sebagai Bendahara Kampung Arul Putih) 

Pada Tanggal 4 Juli 2020. 10.00 dirumah Reje Kampung. 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Banta (Sebagai Masyarakat Kampung) Pada Tanggal 

4 Juli. Pukul 10.00 dirumah Reje Kampung. 
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kampung hanya menggunakan rekening kas kampung. Selanjutnya pengambilan 

uang secara cash hanya dilakukan untuk beberapa keperluan seperti untuk ongkos 

tukang. Kemudian dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa secara 

terarah dapat terciptanya tatalaksana pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Dengan adanya sitem pengelolaan keuangan yang baik tersebut akan lebih 

memungkinkan transparansi itu akan terjamin adanya. 

4.2.3 Penatausahaan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

(Permendagri) Pasal 35 menjelaskan bahwa Penatausahaan dilakukan oleh 

bendahara Desa. Dalam melakukan penatausahaan Bendahara desa berkewajiban 

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan 

tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti-bukti. 

Bendahara desa juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang 

tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban 

tersebut akan disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 

Seorang informan bapak Lakmana memaparkan hasil wawancarannya 

kepada penulis : 

“wee.. penatausahaan na setelah jelas semua pembangunan itu kemudian 

diikuti dengan tahapan, tahapan ini ada yang pertama 40%  pertama, 

kemudian setelah udah keluar dana tersebut kadang ada yang diambil untuk 
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pembangunan,pemberdayaan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan, 

dana tersebut diambil dan dibagi secara merata”
57

. 

Dari pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan 

yang dilakukan oleh pemerintah kampung arul putih dilakukan secara bertahap 

dengan pengambilan dana secara merata untuk setiap pembangunan kampung 

meliputi, pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan 

pemerintahan kampung, dan pembinaan masyarakat kampung. 

Pemerintah kampung memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan 

pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran dan juga melakukan 

penutupan buka pada setiap akhir bulannya, yang dibuat secara terperinci di dalam 

buku kas umum, buku bank, dan buku pemasukan. Dengan adanya pencatatan 

yang baik akan memudahkan pemerintah kampung dalam melakukan pelaporan. 

Pencatatan juga di buat secara tertulis guna untuk menjadi cadangan jika ada 

masalah dalam proses komputer.    

Seorang informan bapak Abdul Khadir memaparkan hasil wawancaranya 

kepada penulis : 

“penatausahaan ni udah pakek komputer sistem keuangan desa yang 

terhubung dengan Rekening Kas Kampung (RKK). Wee nanti setelah 

diambil uang kemudian di spj nanti diambil diliat tanggal berapa uang itu 

diambil ,,,, terus untuk keperluan apa uang itu diambil,,kemudian uang 

masuk dan keluar selama setahun berapa kali penarikan harus dengan bukti. 

Kemudian untuk ongkos dan bahan kayu itulahh harus ada uang cash di 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Lakmana (Sebagai Bendahara Kampung Arul Putih) 

Pada Tanggal 4 Juli 2020. Pukul 08.30 dirumah Reje Kampung. 
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bendahara. Habis itu data tersebut dibuat dengan manual juga karena jika 

komputer error data itu masih ada”
58

. 

 

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

penatausahaan Dana Desa dilakukan dengan sistem keuangan desa yang saling 

terhubung dengan Rekening Kas Kampung (RKK). Kemudian setiap pengambilan 

maupun pengeluran dan pemasukan dana baik itu dana yang sudah ditransfer atau 

penarikan secara tunai harus disertai dengan bukti sebagai Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ).  

4.2.4 Pelaporan  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

(Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. 

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati 

/Walikota berupa laporan. Laporan semester pertama yang berupa laporan 

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kemudian laporan 

realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan 

laporan semester akhir tahun diisampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari 

pada tahun berikutnya. 

Seorang informan bapak Lakmana memaparkan hasil wawancaranya kepada 

penulis : 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khadir (Sebagai Reje Kampung/Gecik 

Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 10 Juli 2020. Pukul 14.30 dirumah. 
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“40% pertama setelah selesai pekerjaan foto visual 0%, 50%, 100%. 

Kemudian dilampirkan ke dalam surat pertanggungjawaban, untuk 

melakukan pelaporan ke DPM melalui camat laporan tersebut sudah 

dilengkapi rincian-rincian kegiatan,, dan kalau laporan dana desa itu sudah 

terangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang kami 

laporkan setiap tahunnya...”
59

. 

Berdasarkan pemeparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk 

pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Arul Putih dilakukan secara 

bertahap mulai dari sebelum pembangunan 0% sampai dengan hasil pembangunan 

100%. Kemudian dalam setiap pencairan Dana Desa pemerintah kampung harus 

melampirkan buku laporan realisasi dana Dana Desa. Kemudian laporan realisasi 

Dana Desa juga dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Kampung (APBK), untuk disampaikan kepada DPM melalui camat. 

Berikut adalah salah satu bentuk foto visual proses pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah kampung Arul Putih pada Tahun 2019 lalu.  

 

   Kampung Arul Putih Foto Kegiatan 0% Pembangunan Jalan Rabat Beton 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Lakmana (Sebagai Bendahara Kampung Arul Putih) 

Pada Tanggal 4 Juli 2020. Pukul  09.00 di rumah Reje Kampung. 
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Sumber Data : Dokumentasi Pemerintah Kampung Arul Putih.               

Pembangunan Pada Tahun Anggaran 2019. 

 

Adapun rincian Dana Desa yang diterima oleh Kampung Arul Putih pada 

Tahun 2019 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1. Rincian Dana Desa Yang Diterima Oleh Kampung Arul Putih Pada 

Tahun 2019 

No Tahun Jumlah Dana 

Desa 

Rincian Kegiatan Anggaran 

Kegiatan 

1. 2019 946. 456.529 Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintah Kampung 

 

179.017.529 

   Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Kampung 

 

673. 273.000 

   Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

61. 073. 000 

   Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Kampung 

 

5. 093.000 

   Penambahan Modal 28.000.000 
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2. 2020 1.007.391.775 Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintah Kampung 

 

338.360.272 

   Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Kampung  

 

526. 412.528 

 

 

  Bidang Pembinaan 

Masyarakat Kampung 

 

63. 000.000 

   Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Kampung 

 

20.748.975 

   Penanggulangan Bencana 58.870.000 

Sumber Data : Buku Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2019. 

4.2.5 Pertanggungjawaban 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan Dana 

Desa tentu harus adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh pemerintah kampung terutama pertanggungjawaban kepada 

pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah 

kampung yaitu harus membuat laporan tentang pengelolaan Dana Desa. Prinsip 

tatalaksana pemerintah yang baik (good governance) menjelaskan bahwa 

pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau pihak 
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pemerintah saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh masyarakat 

kampung  dengan harapan tidak ada terjadinya perselisihan antar pihak 

masyarakat dan pemerintah kampung. 

Seorang informan Bapak Abdul Khadir memaparkan hasil wawancaranya 

kepada penulis : 

“benar, dokumennya yang pertama melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

kepada DPM melalui camat, kemudian direkomendasi oleh camat ke DPM 

yaitu SPJ apa apa saja yang sudah di kerjakan di tahapan pembangunan 

tersebut, ooo minsalnya tentang pembangunan rabat beton ini ini dana nya 

habis, maka itu tetap sesuai dengan draf yang dibuat oleh 

konsultan...umpama sudah habis dana yang tersebut diatas, maka seperti 

itulah pertanggungjawaban atau SPJ yang disampaikan kepada pemerintah 

kampung, kecamatan, DPM, dan keuangan daerah. Begitulah kira-kira 

proses pertanggungjawaban dana desa yang sudah dilaksanakan oleh 

Kampung Arul Putih ini”
60

. 

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Arul Putih terkait 

dengan pengelolaan Dana Desa yaitu pemerintah kampung telah mempersiapkan 

dokumen-dokumen tentang rincian dan realisasi penggunaan maupun pengelolaan 

Dana Desa. Kemudian dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada 

pemerintah pihak-pihak yang terkait baik kepada pemerintah kecamatan maupun 

pemerintah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban juga harus disampaikan kepada 
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 Hasil  Wawancara dengan bapak Lakmana (Sebagai Bendahara Kampung Arul Putih) 

Pada Tanggal 4 Juli 2020. Pukul 10.00 dirumah. 
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masyarakat secara jujur, jelas, dan adil seperti adanya papan informasi maupun 

baliho tentang penyelenggaraan pembangunan kampung untuk mencegah 

terjadinya kecurigaan dan perselisihan didalam masyarakat dan pemerintah 

kampung. 

Seorang informan Ibu Marian memaparkan hasil wawancaranya kepada 

penulis : 

“pemerintah kampung Arul Putih ini melakukan pertanggungjawaban hasil 

daripada pembangunan kepada masyarakat dengan memasang baliho yang 

besar dan papan informasi di kampung ini
61

” 

Dari beberapa pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Kampung 

Arul Putih sudah terapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan maupun ketentuan-ketentuan yang belaku. Kemudian proses 

pengelolaan Dana Desa pemerintah kampung juga sudah melibatkan masyarakat 

yang dimulai dari tahapan prencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  

sampai dengan tahapan pertanggungjawaban.  

 

4.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan 

Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa transparansi 

atau keterbukaan merupakan  prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi 
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 Hasil Wawancara dengan inen Mariam (Sebagai Masyarakat Kampung Arul Putih) 

Pada Tanggal 10 Juli 2020. Pukul 15.00 dirumah. 
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masyarakat untuk mengakses informasi yaitu informasi yang berhak diketahui 

oleh masyarakat seperti, pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah kampung baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan 

serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan kampung. 

Pemerintah Kampung Arul Putih memberikan informasi terkait dengan 

pengelolaan dana desa. 

Tatalaksana pemerintahan yang baik (good governance) akan tercapai jika 

prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik. Transparansi dapat diukur 

melalui beberapa indikator  yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen  

   Indikator yang pertama yaitu dapat diukur dengan adanya ketersediaan 

aksesibilitas dokumen untuk meghindari terjadinya kecurangan dan 

penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Ketersediaan 

aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat 

kampung untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan 

pembangunan kampung yang dilakukan oleh pemerintah kampung. 

          Seorang informan bapak Feri Ariansyah Putra memaparkan hasil 

wawancaranya kepada peneliti : 

“kami selaku pemerintah kampung selalu menyediakan dokumen dalam 

bentuk buku yaitu buku tentang realisasi anggaran yang tertuang didalam 

APBK kampung setiap tahunnya,,,dan buku tersebut sudah kami tuang kan 
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kedalam baliho untuk di pasang di kampung supaya masyarakat tau 

kemana anggaran itu dihabiskan”
62

. 

 

          Hal tersebut juga disampaikan oleh seorang informan Ibu Mariam kepada 

peneliti : 

kami selaku masyarakat dapat melihat dan mengetahui proses dan hasil 

pembangunan di kampung ini melalui buku yang udah dibuat sama 

pemerintah kampung ni yang disertai dengan gambar dan jumlah 

dananya,,,buku itu bisa kami lihat di kantor reje kalau ngak di rumah reje 

pun disediakan,,,,tapi kami masyarakat lebih sering lihat papan informasi 

yang dipasang kayak baliho itu.
63

 

 

2. Adanya Kejelasan dan Kemudahan  Akses Informasi 

   Indikator yang kedua dapat diukur dengan adanya kejelasan dan 

kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah kampung 

menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. 

Kemudian pemerintah kampung harus dapat memberikan informasi yang 

jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolan Dana Desa dengan cara 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  pembangunan kampung.  

          Seorang informan bapak Banta memaparkan hasil wawancaranya kepada 

peneliti : 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Feri Ariansyah Putra (Sebagai Sekretaris Kampung 

Arul Putih) Pada Tanggal 4 Juli 2020. Pukul 11.00 di rumah Reje Kampung. 
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 Hasil Wawancara Dengan Ibu Mariam (Sebagai Masyarakat Kampung Arul Putih) 

Pada Tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 13.00 Dirumah Reje. 
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“kalau mau ada pembangunan di kampung ini kami selalu dapat informasi 

dari reje kampung tentang kapan, dimana dan pembangunan apa yang 

akan dilakukan,,kadang kami sendiri yang minta pekerjaan sama pak reje. 

Pak reje dan perangkat kampung pun mengajak kami untuk ikut serta 

dalam pembangunan sampai selesai,,,nanti didalam rapat hasil 

pembangunan itupun di umumkan oleh perangkat kampung ni itu 

termasuk tentang anggaran nya”
64

. 

3. Adanya Keterbukaan Proses 

Indikator ketiga dapat diukur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 

Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan 

bahwa badan publik termasuk pemerintah kampung berkewajiban 

menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak 

menyesatkan. Seluruh masyarakat kampung mempunyai hak untuk 

mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh. 

         Seorang informan Ibu Mariam memaparkan hasil wawancaranya kepada 

peneliti : 

“kami kalau mau melihat informasi tentang pembangunan kampung ini bisa 

ke kantor reje pun karena disitu udah dipasang baliho besar dan papan 

informasinya pun ada lengkap sama jumlah uang nya pun”
65

. 

 

4. Adanya Kerangka Regulasi Yang Menjamin 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Banta (Sebagai Masyarakat Kampung Arul Putih) 

Pada Tanggal 4 Juli 2020. Pukul 14.00 di rumah. 
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 Hasil Wawancara dengan Ibu Mariam (Sebagai Masyarakat Kampung Arul Putih) Pada 

Tanggal 4 Juli 2020. Pukul 15.00 di rumah. 
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  Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka regulasi 

yang menjamin transparansi, pengelolaan Dana Desa pada dasarnya 

sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. 

Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah kampung 

juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen 

pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang 

dilaksanakan dengan disertai dokumen. 

         Seorang informan Ibu Mariam  memaparkan hasil wawancaranya kepada 

peneliti : 

“sudah jelas, karena jika tidak secara transparansi tentu masyarakat tidak 

senang, karna memang sudah transparan lah makanya masyarakat pun 

senang. Kami juga diikut sertakan dalam memusyawarahkan kegiatan 

pembangunan kampung, mulai dari perencanaan hingga sampai serah 

terima dari pada pembangunan itu kami juga ikut serta. Jadi, transparansi 

itu sudah benar-benar ada walaupun tidak 100% kalau 75% sudah bisa 

diharapkan transparansi.”
66

. 

          Hal serupa juga dipaparkan oleh Bapak Banta terkait dengan transparansi 

pemerintah kampung kepada peneliti : 

“iya betul, jadi bentuk transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah 

kampung Arul Putih ini yaitu dengan mengadakan musyawarah 

perencanaan, untuk apa anggaran yang diturunkan oleh pemerintahan 

baik APBN maupun APBK itu direncanakan apa yang perlu dibangun di 
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 Hasil  Wawancara Dengan Ibu Mariam (Sebagai Masyarakat) Pada Tanggal 30 Juni 

2020. Pukul 09.30 di rumah. 
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tahun 2019 ini, dari hasil musyawarah itu minsal, untuk pembuatan bak 

air bersih, rabat beton jalan kebun, pembuatan pagar masjid, itu yang 

direncanakan sudah terealisasi semua”
67

 

 

          Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah kampung Arul Putih sudah menerapakan keempat indikator 

transparansi tersebut serta melakukan tranparansi dengan melibatkan sejumlah 

masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan 

penerimaan dan penyerahan hasil pembangunan. Pemerintah kampung melakukan 

transparansi dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-

tokoh yang lain untuk membahas pembangunan apa yang akan dilaksanakan 

dengan anggaran yang telah dicairkan oleh pemerintah baik itu dana yang 

bersumber dari APBN maupun APBK. 

         Dalam mewujudkan tatalaksana pemerintahan yang baik (good governance) 

yaitu salah satunya harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan 

Dana Desa dengan melibatkan Perangkat kampung, Badan Permusyawaratan 

Kampung (BPK), Masyarakat, Tokoh-tokoh Kampung meliputi, Petue, Rgm, 

maupun perwakilan dari setiap seksi atau bidang meliputi, Ibu Pkk, Karang 

Taruna, dan lain-lain. Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah 

atau pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat kampung mengetahui 

Anggaran Dana Desa (ADD) dihabiskan untuk keperluan program apa saja. 

Sehingga masyarakat kampung itu sendiri mendapatkan kemudahan untuk 
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 Hasil  Wawancara dengan Bapak Banta (Sebagai Masyarakat) Pada Tanggal 7 Juli 

2020. Pukul 10.30 di rumah. 
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mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah 

terjadinya penyalahgunaan wewenang. 

         Seorang informan bapak Abdul Khadir memaparkan hasil wawancaranya 

kepada peneliti : 

“iya nak,,,, usaha dari pemerintah kampung arul putih ini sendiri dalam 

mewujudkan transparansi yaitu dengan mengikutsertakan perwakilan dari 

setiap kalangan meliputi, masyarakat kampung ini sendiri, tokoh adat, ibu 

pkk, dll, yang dimulai dengan mengadakan musyawarah untuk 

merencanakan pembangunan di kampung ini ,,eee bahkan dalam 

pembangunan pun masyarakat diikut sertakan baik itu sebagai 

tukang/pekerja. Habis itu pemerintah kampung memberikan informasi 

kepada masyarakat dengan memasang bahilo dan papan informasi tentang 

Anggaran Dana Kampung serta rincian biaya pada setiap kegiatan 

pembangunan”
68

 

         Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

Pemerintah kampung Arul Putih juga melakukan transparansi dengan melibatkan 

masyarakat dalam melakukan musyawarah maupun pengawasan dalam 

pembangunan kampung yaitu melalui bagian-bagian dari 16 orang perangkat 

kampung yang dimulai dari Reje kampung sampai dengan operator kampung. 

Akan tetapi dalam musyawarah maupun pengawasan tersebut hanya diwakilkan 

oleh ketua seksi saja seperti, ibu pkk, ketua Linmas, ketua Karang Taruna, ketua 

Ibu pengajian, ketua pemuda, ketua ibu kader. Kemudian perwakilan tersebut 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khadir (Sebagai Reje Kampung/Gecik Arul 

Putih) Pada Tanggal 30 Juni 2020. Pukul 08.30 di rumah. 
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yang menyampaikan keluh kesah atau aspirasi dari masyarakat yang berada 

dibawah pimpinannya. Kemudian pemerintah kampung memberikan informasi 

mengenai pembangunan tersebut melalui papan informasi maupun baliho dengan 

jujur dan benar sesuai dengan kenyataan. 

         Dalam penggunaan Dana Desa, dana tersebut harus dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat kampung Arul Putih untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah kampung . Dalam melakukan pelaksanaan 

program kerja maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sebagai acuan tim pelaksana 

kegiatan harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung 

(RPJMK). Oleh karena itu pengambilan keputusan harus dilakukan melalui 

musyawarah, sehingga dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan 

serta partisipasi dari masyarakat kampung dapat menciptakan proses 

pembangunan yang transparan dan kegiatan tersebut akan dapat berjalan secara 

efisien dan efektif. Kemudian setelah melakukan proses pelaksanaan 

pembangunan pemerintah harus dapat memberikan pelaporan serta 

pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan tersebut.   

         Seorang informan bapak Feri Ariansyah Putra memaparkan hasil 

wawancaranya kepada peneliti : 

“untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat kami selaku 

pemerintah kampung arul putih selalu melibatkan pihak yang berkaitan 

dan masyarakat dalam musyawarah dan pelaksanan kegiatan 

pembangunan kampung. Setelah itu dalam kegiatan musyawarah atau 

rapat kami mengumumkan, membahas dan mempertanggungjawabkan 
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hasil pembangunan dan mengenai Anggaran Dana Desa. Kemudian kalau 

masalah informasi pemerintah kampung sudah menyediakan baliho dan 

juga papan informsi agar masyarakat dapat melihat dan mengaksesnya”
69

. 

 

         Dari beberapa pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Menurut informan Pemerintah Kampung Arul Putih sudah 

menerapkan prinsip transparansi walaupun belum berjalan 100% namun, 

transparansi sudah dilakukan 75% dengan mengikutsertakan masyarakat dalam 

kegiatan musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan kampung sampai 

dengan serah terima hasil pembangunan masyarakat juga diikut sertakan. 

         Usaha pemerintah kampung Arul Putih dalam memberikan informasi secara 

jelas kepada masyarakat kampung  tentang penyelenggaraan pemerintahan baik 

itu informasi mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah 

dilakukan masih dilakukan secara manual. Penyampaian informasi kepada 

masyarakat dilakukan dengan adanya papan informasi dan baliho yang 

memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya. 

Namun, pada masa modern ini kampung Arul Putih belum menggunkan teknologi 

seperti, belum tersediannya website yang dapat memberikan informasi secara 

menyeluruh kepada masyarakat yang berada diluar kampung Arul Putih serta 

masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang pengelolaan dan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kampung Arul Putih. 
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Arul Putih) Pada Tanggal 30 Juni. Pukul 09.00 di rumah. 
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         Berikut adalah salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh 

pemerintah kampung yaitu adanya ketersediaan baliho tentang rincian 

penggunaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten 

Aceh Tengah. 

 

  

 

 

 

 

 

 

         Berdasarkan beberapa hasil  pemaparan wawancara bersama informan diatas 

dapat disimpulkan bahwa Kampung Arul Putih sudah menerapkan prinsip 

transparansi dengan baik dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahapan 

musyawarah sampai dengan tahapan pelaksanaan dan serah terima hasil 

pembangunan. Kemudian dalam proses pengelolaan Dana Desa pemerintah 

kampung juga melibatkan masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman 

antara pemerintah dan masyarakat. kemudian bentuk transparansi yang dilakukan 

yaitu dengan memasang papan informasi dan baliho tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). 

 

Gambar 3.2 Diolah Oleh Penulis Tahun 2020 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kampung Arul Putih 

Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, dengan menggunakan Teknik 

Pengumpulan Data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Mekanisme pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan 

Silih Nara Kabupten Aceh Tengah. Sudah dilakukan berdasarkan 

Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. Mekanisme pengelolaan Desa 

meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 

serta pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik. Mekanisme 

penyaluran dan pencairan Dana Desa pun hanya dilakukan melalui 

Rekening Kas Kampung (RKK) untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang. Kemudian dalam proses pengelolaan Dana 

Desa pemerintah juga sudah melibatkan masyarakat kampung. 

2. Berdasarkan indikator transparansi dalam model pengukuran 

pelaksanaan good governance menurut Kristianten. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Kampung Arul Putih menyediakan aksesibilitas 

dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat 

selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi 

masyarakat untuk mengakses informasi seperti adanya pemasangan 

baliho atau papan informasi di beberapa titik. Kemudian pemerintah 

76 
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Kampung Arul Putih sudah transparan dengan melibatkan beberapa 

unsur terkait termasuk masyarakat dalam proses perencanaan 

pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, musyawarah, 

pelaksanaan dan serah terima hasil pembangunan tersebut masyarakat 

juga diikutsertakan. Kemudian dalam pengelolaan keuangan Dana Desa 

sudah sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan dengan 

transparansi dengan melibatkan masyarakat, serta adanya dokumen, 

papan informasi, maupun baliho yang dibuat dengan rincian dana secara 

menyeluruh yang tertuang didalam buku APBK Kampung. 

5.2. Saran 

1. Kepada Reje Kampung/ Gecik perlu melakukan pelatihan, pengenalan 

maupun sosialisasi kepada aparatur kampung terkait dengan tata cara 

pengelolaan Dana Desa. Sehingga aparatur kampung memiliki 

pengetahuan untuk mengelola Dana Desa dengan baik. 

2. Diharapkan kepada aparatur kampung untuk dapat memanfatkan media 

seperti website Kampung, untuk memberikan informasi terkait dengan 

pengelolaan maupun penyelenggraan pemerintah kampung. Dengan 

harapan memudahkan masyarakat yang berada di kampung maupun 

diluar kampung dapat mengakses informasi tersebut. 

3. Diharapkan kepada pemerintah kampung agar dapat mempertahankan 

transparansi dan mekanisme yang baik dalam pengelolaan Dana Desa, 

agar dapat menjadi contoh bagi kampung-kampung lain yang belum 

menerapkan transparansi. 
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